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ABSTRAK 
Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi 
perpajakan serta kualitas pelayanan pada kepatuhan WPOP yang 
dimoderasi oleh variabel preferensi risiko. Lokasi penelitian di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Jumlah sampel sebanyak 100 orang 
yang ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Data 
dikumpulkan melalui metode kuesioner. Teknik analisis dilakukan 
dengan Moderated Regression Analysis. Penelitian menunjukkan hasil 
meliputi sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan 
WPOP, kualitas pelayanan tidak berpengaruh pada kepatuhan WPOP, 
preferensi risiko memperlemah pengaruh positif sanksi perpajakan 
pada kepatuhan WPOP, dan preferensi risiko tidak memoderasi 
pengaruh positif kualitas pelayanan pada kepatuhan WPOP. 
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Risk Preference Moderate the Effect of Tax Sanctions and 
Service Quality on Taxpayers Compliance  

 

 ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of tax sanctions and service quality on 
individual taxpayer compliance moderated by the moderating variable. The 
research location is at the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. The 
number of samples is 100 people determined by using purposive sampling 
method. Data was collected through the questionnaire method. The data 
analysis technique used is Moderated Regression Analysis. Research shows 
results include tax sanctions have a positive effect on WPOP compliance, 
service quality has no effect on WPOP compliance, risk preferences weaken the 
positive effect of tax sanctions on WPOP compliance, and risk preferences do 
not moderate the positive effect of service quality on compliance WPOP. 
  

Keywords: Tax Sanctions; Service Quality; Risk Preferences; Taxpayer 
Compliance 

  

Artikel dapat diakses :  https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index 

mailto:tridapuspita07@gmail.com
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index


 

PUSPITA, TRIDA N. N., & JATI, I. K.  
PREFERENSI RISIKO MEMODERASI… 

  

 

1864 

 

PENDAHULUAN  
Pembangunan nasional secara berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan 
sumber pembiayaan dari pendapatan negara. Pendapatan dan pembiayaan 
sebuah negara dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN). Pendapatan negara meliputi penerimaan pajak (termasuk bea masuk dan 
cukai), penerimaan bukan pajak serta hibah. Pajak merupakan sumber 
penerimaan terbesar dalam susunan penerimaan keuangan. Pada tahun 2022, 
pajak menyumbangkan sebesar 81,79% dari seluruh susunan penerimaan 
keuangan (BPS, 2022). Jumlah penerimaan pajak ditentukan oleh tingkat 
kepatuhan wajib pajak (Waluyo, 2020) sehingga sangat diperlukan tingkat 
kepatuhan wajib pajak yang tinggi agar penerimaan pajak dapat optimal. Namun, 
rasio pajak (tax ratio) negara Indonesia pada tahun 2020 sebesar 10,1%. Rasio ini 
masih di bawah rata-rata rasio pajak negara Asia dan Pasifik yaitu sebesar 19,1%. 

Rendahnya rasio pajak negara Indonesia menjadi fenomena yang krusial 
mengingat peranan pajak dalam keberlangsungan suatu negara. Indonesia 
merupakan negara yang terdiri atas 38 provinsi sehingga rasio pajak negara 
Indonesia dipengaruhi oleh rasio pajak dari masing-masing provinsi tidak 
terkecuali Provinsi Bali. Rasio wajib pajak dipengaruhi oleh kepatuhan dari wajib 
pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, 
yang artinya wajib pajak ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu wajib 
pajak badan serta wajib pajak orang pribadi. Tingkat kepatuhan WPOP di 
beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bali mengalami fluktuasi, sedangkan 
tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar konsisten 
mengalami penurunan setiap tahunnya. 
Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Gianyar 
Tahun 2017 – 2021  

No Tahun Jumlah WPOP 
Terdaftar 

Jumlah WPOP 
Efektif 

SPT yang 
Dilaporkan 

Tingkat 
Kepatuhan 

1 2017 156.975 67.696 72.534 46,21% 
2 2018 168.124 73.370 71.582 42,58% 
3 2019 181.543 81.275 70.978 39,10% 
4 2020 285.359 87.602 85.934 30,11% 
5 2021 294.806 92.749 75.407 25,58% 

Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2023 

Tabel 1. mengindikasikan bahwa jumlah WPOP yang terdaftar di KPP 
Pratama Gianyar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun berbanding 
terbalik dengan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang 
mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, persentase tingkat 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 25,58%. Kondisi ini sangat 
memprihatinkan dan menjadi permasalahan yang krusial mengingat pentingnya 
peranan pajak dalam sebuah negara. 

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. 
Perilaku seseorang dapat dijelaskan oleh Theory of Planned Behavior. Theory of 
Planned Behavior merupakan teori yang digunakan dalam memahami hubungan 
niat untuk melakukan perilaku (Ajzen, 1991). Menurut Theory of Planned Behavior, 
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niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif 
serta kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 1991). Sikap terhadap perilaku 
menunjukkan tingkatan ketika seseorang mempunyai suatu penilaian suka atau 
tidak suka terhadap perilaku yang dimaksudkan. Norma subjektif merupakan 
persepsi individu mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak 
melakukan perilaku tertentu. Norma subjektif diwujudkan oleh sanksi perpajakan 
yang menekan wajib pajak untuk melaksanakan perilaku kepatuhan dalam 
membayar pajak. Niat juga dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan 
yaitu persepsi kemudahan atau kesulitan melaksanakan suatu perilaku yang juga 
dianggap sebagai pengalaman masa lalu (Ajzen, 1991). Kontrol perilaku yang 
dipersepsikan diwujudkan oleh kualitas pelayanan yang diterima oleh wajib pajak 
yaitu persepsi kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku kepatuhan wajib 
pajak serta diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu.  

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan adanya 
inkonsistensi hasil penelitian. Menurut penelitian Purnamasari & Sudaryo (2018), 
Panjaitan et al. (2019) , Anto et al. (2021), Triogi et al. (2021), dan Larasdiputra & 
Saputra (2021) sanksi perpajakan memiliki hubungan yang positif pada kepatuhan 
WPOP. Hasil bertentangan ditemukan oleh Sentanu & Setiawan (2016), Wijayani 
(2019), Nugroho et al. (2020), dan Hendri & Boru Hotang (2020) yaitu sanksi 
perpajakan memiliki hubungan yang negatif pada kepatuhan WPOP. Penelitian 
yang dilakukan oleh Sawitri et al. (2017), Oktaviani et al. (2019), Mandowally et al. 
(2020), Artawan et al. (2020), Rabiyah et al. (2021), dan M. Ikhwan Mansyuri et al. 
(2022) membuktikan kualitas pelayanan memiliki hubungan yang positif pada 
kepatuhan WPOP, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2018), Sabet 
et al. (2020), dan Danaswari & Yuesti, (2021) menunjukkan bahwa kualitas 
pelayanan berpengaruh negatif pada kepatuhan WPOP.  

Menurut penelitian Labangu et al. (2020) preferensi risiko memiliki 
pengaruh yang positif pada kepatuhan WPOP. Preferensi risiko adalah 
kecenderungan seorang individu untuk memilih opsi berisiko. Preferensi risiko 
juga dapat diartikan sebagai sikap wajib pajak untuk sebuah risiko (Sari & Priyadi, 
2018). Prospect Theory menjelaskan bahwa sebelum seseorang membuat beberapa 
“decision frame” atau konsep keputusan, maka orang tersebut akan mencari 
informasi. Apabila telah dibuat konsep keputusan maka akan diambil suatu 
keputusan dengan expected utility (utilitas yang diharapkan) terbesar (Kahneman 
& Tversky, 1979). Teori ini juga menjelaskan mengenai kecenderungan irasional 
yang dimiliki seseorang yaitu enggan mempertaruhkan keuntungan 
dibandingkan kerugian. Ketika ada di kondisi untung, maka orang tersebut 
memiliki kecenderungan menghindari risiko (risk aversion), tetapi saat ada di 
kondisi rugi maka orang tersebut cenderung berani menerima risiko (risk seeking) 
(Irawati & Sari, 2019). Menurut Sari & Priyadi (2018) dan Wulandari (2020) 
variabel preferensi risiko memoderasi yang dalam hal ini adalah memperkuat 
pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP. Menurut Sari & Priyadi 
(2018) dan Pratiwi (2020) pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan WPOP 
dapat diperkuat oleh variabel preferensi risiko.  

Fenomena penurunan persentase tingkat kepatuhan WPOP yang terdaftar 
di KPP Pratama Gianyar dan adanya inkonsistensi hasil penelitian menyebabkan 
peneliti berniat untuk menguji kembali pengaruh sanksi perpajakan serta kualitas 
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pelayanan pada kepatuhan WPOP. Penelitian ini merupakan replikasi dari 
penelitian Sari & Priyadi (2018) yang menduga bahwa pengaruh sanksi 
perpajakan serta kualitas pelayanan pada kepatuhan WPOP dapat 
diperkuat/diperlemah oleh variabel preferensi risiko. 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, niat berperilaku dipengaruhi oleh 
sikap terhadap perilaku, norma subjektif serta kontrol perilaku yang 
dipersepsikan. Norma subjektif diwujudkan oleh sanksi perpajakan. Penelitian 
yang dilakukan oleh Handayani & Woro Damayanti (2018), Pebrina & 
Hidayatulloh (2020), Riyanti Wijaya & Galumbang Hutagalung (2020), Gukguk 
(2021), dan Asiah et al. (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki 
pengaruh pada kepatuhan WPOP. Hasil tersebut juga mendukung penelitian 
Purnamasari & Sudaryo (2018), Ghailina As’ari (2018), Halawa & Saragih (2019), 
Mandowally et al. (2020), Triogi et al. (2021), Larasdiputra & Saputra (2021), dan 
Anto et al. (2021) yaitu sanksi perpajakan memiliki hubungan yang positif pada 
kepatuhan WPOP. Sanksi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan WPOP 
karena sanksi perpajakan merupakan tekanan sosial untuk melakukan perilaku 
kepatuhan wajib pajak. Adanya penguatan sanksi pajak yang adil dan merata 
maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 
Adanya sanksi yang tegas akan menyebabkan kenaikan tingkat kepatuhan WPOP 
dalam melakukan kewajiban perpajakan.  
H1: Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP yang terdaftar 

di KPP Pratama Gianyar. 
Menurut Theory of Planned Behavior niat melakukan perilaku dipengaruhi 

oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif serta kontrol perilaku yang 
dipersepsikan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan diwujudkan oleh baik-
buruknya pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Menurut Handayani & Woro 
Damayanti (2018), Halawa & Saragih (2019), Pratiwi (2020), Artawan et al. (2020), 
Gukguk (2021), Rabiyah et al. (2021), dan M. Ikhwan Mansyuri et al. (2022), variabel 
kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Hasil 
tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sawitri et al. (2017), 
Halawa & Saragih (2019), Darmayanti (2020), Mandowally et al. (2020), dan Anto 
et al. (2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Kualitas pelayanan dapat memengaruhi 
kepatuhan WPOP karena kualitas pelayanan merupakan persepsi kemudahan 
atau kesulitan dalam melakukan perilaku kepatuhan wajib pajak serta 
diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu. Kualitas pelayanan yang baik 
akan membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya yang akan 
membuat tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.  
H2: Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP yang terdaftar 

di KPP Pratama Gianyar. 
Teori prospek menjelaskan bahwa preferensi risiko dapat memengaruhi 

kepatuhan WPOP. Menurut teori ini wajib pajak dengan risiko yang tinggi, belum 
tentu tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian Sari & 
Priyadi (2018) preferensi risiko mampu memperkuat pengaruh sanksi perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas dan berat sanksi yang diberikan 
maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan 
oleh Asrianti (2018), Wulandari (2020), Mei & Firmansyah (2022), dan Primasari 
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(2022) juga membuktikan bahwa hubungan sanksi perpajakan pada kepatuhan 
wajib pajak dapat dimoderasi oleh preferensi risiko. Hal ini dikarenakan dengan 
adanya preferensi risiko, maka wajib pajak dengan preferensi risiko yang tinggi 
akan cenderung lebih patuh melakukan kewajiban perpajakannya yang bertujuan 
agar terhindar dari sanksi pajak yang ada. Sebaliknya wajib pajak dengan 
preferensi risiko yang rendah, akan cenderung tidak patuh dalam melakukan 
kewajiban perpajakanya karena wajib pajak tersebut cenderung berani terkena 
sanksi perpajakan. Adanya preferensi risiko yang tinggi maka akan menyebabkan 
semakin besar usaha orang tersebut dalam menghindari sanksi pajak, hal ini 
dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban perpajakannya.  
H3: Preferensi risiko memperkuat pengaruh positif sanksi perpajakan pada 

kepatuhan WPOP. 
Prospect Theory menyiratkan bahwa kepatuhan WPOP mampu dipengaruhi 

oleh preferensi risiko. Menurut teori ini wajib pajak dengan risiko yang tinggi, 
belum tentu tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian 
Sari & Priyadi (2018) preferensi risiko mampu memperkuat pengaruh kualitas 
pelayanan terhadap kepatuhan WPOP. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyanto 
& Nanik Sri Utaminingsih (2014), Kadek et al. (2019), dan Pratiwi (2020) juga 
membuktikan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hubungan kualitas 
pelayanan terhadap kepatuhan WPOP. Semakin tinggi kualitas pelayanan maka 
semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengaruh kualitas pelayanan 
pada kepatuhan WPOP dapat diperkuat oleh preferensi risiko. Hal ini 
dikarenakan seseorang dengan tingkat preferensi risiko yang tinggi akan memiliki 
kecenderungan lebih taat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, 
sebaliknya seseorang dengan tingkat preferensi risiko yang rendah akan memiliki 
kecenderungan tidak taat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
H4 : Preferensi risiko memperkuat pengaruh positif kualitas pelayanan pada 

kepatuhan WPOP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1. Model Penelitian 
Sumber: Data Penelitian, 2023  

 
METODE PENELITIAN 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode 
kuesioner (angket). Kuesioner penelitian menggunakan skala likert lima poin. 
Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 
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atau sekelompok orang. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang 
pribadi efektif yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar per 
tahun 2021. Jumlah populasi sebanyak 92.749 orang. Sampel dalam penelitian 
merupakan wajib pajak orang pribadi efektif yang terdaftar di KPP Pratama 
Gianyar yang berjumlah 100 orang, yang dihitung berdasarkan rumus Slovin. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 
(Sugiyono, 2013: 85). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang 
pribadi efektif yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar dan bersedia mengisi 
kuesioner. 

Definisi operasional variabel sanksi perpajakan yaitu sanksi yang diberikan 
karena terjadinya penyimpangan/pelanggaran ketentuan perpajakan. Definisi 
operasional variabel kualitas pelayanan yaitu bantuan kepada wajib pajak melalui 
cara-cara tertentu yang membutuhkan kepekaan serta hubungan interpersonal 
sehingga terwujud kepuasan & keberhasilan. Definisi operasional variabel 
preferensi risiko adalah kecenderungan seorang individu untuk memilih opsi 
berisiko. Definisi operasional variabel kepatuhan WPOP yaitu keadaan saat wajib 
pajak orang pribadi memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melakukan 
hak perpajakannya. Skala likert 5 poin digunakan untuk mengukur masing-
masing variabel. Kuesioner pada penelitian ini diadopsi dari kuesioner penelitian 
Sitorus et al. (2021). Moderated Regression Analysis merupakan teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini. Moderated Regression Analysis adalah analisis 
regresi yang mengaitkan variabel moderasi saat membentuk model hubungannya. 
Variabel ini bertindak menjadi variabel yang dapat memperkuat atau 
memperlemah pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Persamaan 
analisis regresi moderasi penelitian ini sebagai berikut 

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3M + b4X1M + b5X2M + ………………………...…………….(1)  
Keterangan:  
Y  = Tingkat kepatuhan wajib pajak  
α  = Konstanta 
b  = Koefisien regresi variabel X1, X2, X1M, dan X2M 
X1  = Sanksi perpajakan  
X2 = Kualitas pelayanan 
M  = Preferensi risiko 
X1M = Interaksi antara sanksi perpajakan dengan preferensi risiko 
X2M = Interaksi antara kualitas pelayanan dengan preferensi risiko 

  = Error 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan semua variabel 
memiliki r hitung yang lebih besar dari r tabel, pada taraf signifikansi 5% yang 
artinya item pertanyaan sudah valid. Uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach’s 
alpha dari semua variabel lebih besar dari 0,60 yang mengindikasikan instrumen 
penelitian sudah reliabel. Uji normalitas menunjukkan nilai exact sig. sebesar 0,321. 
Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya data sudah berdistribusi normal. 
Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari semua 
variabel lebih besar dari 0,10 serta nilai variance inflation factor (VIF) kurang dari 
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10, oleh karena itu mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas 
pada data. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Park yaitu dengan cara 
meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat (LnU2i), hasilnya 
menunjukkan bahwa nilai sig. semua variabel lebih besar dari 0,05 yang 
mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data. 
Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

X1 100 6 30 26,52 3,943 
X2 100 12 30 26,72 3,742 
M 100 18 50 37,75 8,102 
Y 100 10 30 27,81 3,277 
Valid N (listwise) 100     

Sumber: Data Penelitian, 2023  

Tabel 2. menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan (X1) mempunyai nilai 
minimum 6 dan nilai maksimum 30 dengan nilai rata-rata sebesar 26,52 serta 
standar deviasi sebesar 3,943 yang lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya data 
kurang bervariasi. Nilai minimum variabel kualitas pelayanan (X2) adalah 12 
sedangkan nilai maksimum adalah 30, dengan nilai rata-rata sebesar 26,72 serta 
standar deviasi sebesar 3,742 yang lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya data 
kurang bervariasi. Nilai minimum variabel preferensi risiko (M) adalah 18 
sedangkan nilai maksimum adalah 50, dengan nilai rata-rata sebesar 37,75 serta 
standar deviasi sebesar 8,102 yang lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya data 
kurang bervariasi. Nilai minimum variabel kepatuhan WPOP (Y) adalah 10 
sedangkan nilai maksimum sebesar 30 dengan nilai rata-rata sebesar 27,81 serta 
standar deviasi sebesar 3,277 yang lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya data 
kurang bervariasi. 
Tabel 3. Hasil Regresi Moderasi 

Sumber: Data Penelitian, 2023  

Persamaan analisis regresi moderasi penelitian ini sebagai berikut 
Y = 0,318 + 1,340X1 – 0,294X2 + 0,312M – 0,026X1M + 0,014X2M + e ………………(1) 
Interpretasi persamaan tersebut sebagai berikut: 

Konstanta sebesar 0,318 memiliki arti bahwa apabila sanksi perpajakan (X1); 
kualitas pelayanan (X2); preferensi risiko (M); interaksi sanksi perpajakan dan 
preferensi risiko (X1M); serta interaksi kualitas pelayanan dan preferensi risiko 
(X2M) bernilai 0 maka kepatuhan WPOP (Y) bernilai 0,318. Koefisien regresi 
variabel X1 sebesar 1,340 memiliki arti setiap peningkatan sanksi perpajakan (X1) 
sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap, akan menyebabkan 

Model Unstandardized 

Coefficients B 

t Sig. 

(Constant) 0,318 0,049 0,961 
X1 1,340 4,140 0,000 
X2 -0,394 -0,737 0,463 
M 0,312 1,467 0,146 
X1M 
X2M 

-0,026 
0,014 

-2,881 
1,263 

0,005 
0,210 

Adjusted R Square 0,632   
Sig. F 0,000   
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peningkatan kepatuhan WPOP (Y) sebesar 1,340. Koefisien regresi X2 sebesar –
0,294 memiliki arti bahwa setiap peningkatan kualitas pelayanan (X2) sebesar 1 
satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap, akan menyebabkan 
penurunan kepatuhan WPOP (Y) sebesar 0,294. Koefisien regresi M sebesar 0,312 
memiliki arti bahwa setiap peningkatan preferensi risiko (M) sebesar 1 satuan, 
dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap, akan menyebabkan peningkatan 
kepatuhan WPOP (Y) sebesar 0,312. Koefisien regresi X1M sebesar –0,026 memiliki 
arti bahwa setiap peningkatan variabel interaksi sanksi perpajakan dan preferensi 
risiko (X1M) sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap, akan 
menyebabkan penurunan kepatuhan WPOP (Y) sebesar 0,026. Koefisien regresi 
X2M sebesar 0,014 memiliki arti bahwa setiap peningkatan variabel interaksi 
kualitas pelayanan dan preferensi risiko (X2M) sebesar 1 satuan, dengan asumsi 
variabel lainnya tetap, akan mengakibatkan penurunan kepatuhan WPOP (Y) 
sebesar 0,014. 

Preferensi risiko merupakan variabel moderasi murni (pure moderator) dalam 
memoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP. Hasil ini 
ditunjukkan oleh koefisien variabel preferensi risiko (M) yang tidak signifikan, 
sedangkan koefisien interaksi antara variabel sanksi perpajakan dan preferensi 
risiko (X1M) yang signifikan. Variabel pure moderator adalah jenis variabel 
moderasi yang memoderasi hubungan variabel independen dengan variabel 
dependen, yang mana variabel moderasi murni ini berinteraksi dengan variabel 
independen tanpa bertindak sebagai variabel independen. 

Preferensi risiko merupakan variabel moderasi potensial (homologiser 
moderator) dalam memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan 
WPOP. Hasil ini ditunjukkan oleh koefisien variabel preferensi risiko (M) yang 
tidak signifikan serta koefisien interaksi antara variabel kualitas pelayanan 
dengan preferensi risiko (X2M) yang tidak signifikan. Moderasi potensial adalah 
jenis variabel moderasi yang memengaruhi kekuatan hubungan antara variabel 
independen dengan variabel dependen, namun variabel ini tidak berinteraksi 
dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan variabel dependen. 

Variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai b sebesar 1,340 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya sanksi perpajakan 
berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP, oleh karena itu H0 ditolak dan H1 
diterima. Hasil tersebut mendukung penelitian dari Pebrina & Hidayatulloh 
(2020), Anggraeni & Sofianty (2021), Anto et al. (2021), dan Triogi et al. (2021) yang 
menjelaskan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga turut mendukung Theory of Planned 
Behavior yang menyebutkan bahwa niat untuk melakukan perilaku dipengaruhi 
oleh norma subjektif. Penelitian ini tidak sejalan dengan Hendri & Boru Hotang 
(2020) dan Nugroho et al. (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak 
berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WPOP. Sanksi perpajakan dapat 
memengaruhi kepatuhan WPOP karena sanksi perpajakan merupakan tekanan 
sosial untuk melakukan perilaku kepatuhan wajib pajak. Kehadiran sanksi 
perpajakan menyebabkan wajib pajak takut melalaikan kewajiban perpajakannya 
karena tidak ingin dikenai sanksi. Melalui sanksi perpajakan yang tegas, maka 
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akan menyebabkan peningkatan kepatuhan WPOP dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya. 

Variabel kualitas pelayanan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,463 yang 
lebih besar dari 0,05. Artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh pada 
kepatuhan WPOP, oleh karena itu H0 diterima dan H2 ditolak.  Hasil penelitian ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghailina As’ari (2018), Sitorus et al. 
(2021), dan Ika, Ardiani et al. (2022) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib 
pajak tidak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan fiskus. Hasil penelitian ini tidak 
sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa niat untuk 
berperilaku dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan. Penelitian ini 
juga tidak sejalan dengan penelitian Mandowally et al. (2020) serta Anto et al. 
(2021) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 
signifikan pada kepatuhan WPOP. Tidak berpengaruhnya kualitas pelayanan 
dapat disebabkan karena kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama 
Gianyar tidak menjadi indikator bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban 
perpajakannya. Penyebab terjadinya hal tersebut dapat dikarenakan wajib pajak 
telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai perpajakan, oleh karena itu 
kurang/tidak memerlukan bantuan dari petugas KPP Pratama Gianyar dalam 
melakukan kewajiban perpajakannya. Apalagi saat ini sudah ada e-SPT yang 
menyebabkan wajib pajak tidak selalu harus ke KPP Pratama Gianyar untuk 
mengurus keperluan perpajakannya sehingga tidak selalu bertemu dengan 
petugas KPP Pratama Gianyar. Hal ini menyebabkan tinggi rendahnya kualitas 
pelayanan yang diberikan tidak memengaruhi tingkat kepatuhan WPOP yang 
terdaftar di KPP Pratama Gianyar. 

Variabel X1M memiliki nilai b sebesar -0,260 dan nilai signifikansi sebesar 
0,005. Nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Artinya preferensi risiko 
memperlemah pengaruh positif sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP, oleh 
karena itu H0 diterima dan H3 ditolak. Hasil penelitian ini mendukung hasil 
penelitian Mei & Firmansyah (2022) yaitu preferensi risiko melemahkan pengaruh 
positif sanksi pajak pada kepatuhan WPOP. Tingginya sanksi pajak menyebabkan 
kerugian bagi wajib pajak sehingga akan menyebabkan wajib pajak tersebut 
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, tetapi pada situasi 
lain yang diterima wajib pajak dapat mengubah wajib pajak mengenai 
kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini 
juga sejalan dengan Sari & Priyadi (2018) dan Wulandari (2020) yaitu preferensi 
risiko mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib 
pajak, namun terdapat perbedaan arah hasil penelitian. Penelitian ini tidak sejalan 
dengan penelitian Tri Wahyuningsih (2019) dan Sitorus et al. (2021) yang 
menyebutkan bahwa  pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP tidak 
dapat dimoderasi oleh preferensi risiko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak mampu dimoderasi oleh 
preferensi risiko, dimana preferensi risiko memperlemah pengaruh sanksi 
perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan sanksi perpajakan yang 
tinggi dan dengan adanya preferensi risiko menyebabkan tingkat kepatuhan 
WPOP tersebut menurun. Wajib pajak dengan tingkat preferensi risiko yang tinggi 
cenderung akan memilih tidak taat melakukan kewajiban perpajakannya. Kondisi 
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ini dapat terjadi karena wajib pajak tersebut memiliki kecenderungan risk seeking 
atau suka menghadapi risiko. 

Variabel X2M memiliki nilai signifikansi sebesar 0,210. Nilai signifikansi 
sebesar 0,210 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut memiliki arti bahwa preferensi 
risiko tidak memoderasi pengaruh positif kualitas pelayanan pada kepatuhan 
WPOP, oleh karena itu H0 diterima dan H4 ditolak. Hasil penelitian mendukung 
Tri Wahyuningsih (2019) dan Sitorus et al. (2021), tetapi tidak mendukung 
penelitian Sari & Priyadi (2018) dan Pratiwi (2020) yang menyatakan bahwa 
pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan WPOP dapat dimoderasi oleh 
preferensi risiko. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh kualitas 
pelayanan pada kepatuhan WPOP, yang memiliki arti bahwa pengaruh kualitas 
pelayanan pada kepatuhan wajib pajak tidak dapat diperkuat/diperlemah oleh 
preferensi risiko sehingga tidak dapat memengaruhi wajib pajak untuk 
melangsungkan kewajiban perpajakannya. Kondisi ini dapat terjadi karena wajib 
pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar cenderung mengabaikan risiko yang 
ada sehingga mereka tidak memikirkan risiko yang muncul di dalam kegiatan 
perpajakannya. Alasan lainnya adalah dikarenakan wajib pajak telah memiliki 
pemahaman yang memadai mengenai perpajakan, oleh karena itu tidak 
memerlukan bantuan dari petugas dalam melakukan kewajiban perpajakannya. 

Nilai Adjusted R Square adalah 0,632, yang artinya sanksi perpajakan (X1) dan 
kualitas pelayanan (X2) yang dimoderasi oleh preferensi risiko (M) dapat 
menjelaskan variasi perubahan variabel kepatuhan WPOP (Y) sebesar 0,632 atau 
63,2% sedangkan sisanya sebesar 36,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model 
yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nilai siginifikansi F adalah 0,000 
lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa model penelitian ini layak.  
 
SIMPULAN  
Simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah sanksi perpajakan 
berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP, kualitas pelayanan tidak 
berpengaruh pada kepatuhan WPOP, preferensi risiko memperlemah pengaruh 
positif sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP; dan preferensi risiko tidak 
memoderasi pengaruh positif kualitas pelayanan pada kepatuhan WPOP. 
Keterbatasan penelitian ini adalah terdapat variabel di luar model penelitian, 
sehingga pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain di luar 
model penelitian ini. Adapun saran yang dapat diberikan meliputi wajib pajak 
sebaiknya mengikuti sosialisasi, pelatihan ataupun mempelajari dengan media 
lainnya cara menghitung pajak sehingga dapat menghitung dan melaporkan pajak 
dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; KPP Pratama Gianyar 
sebaiknya meningkatkan ketegasan dalam pengenaan sanksi perpajakan kepada 
wajib pajak yang melanggar; dan KPP Pratama Gianyar sebaiknya meningkatkan 
kualitas pelayanan dengan cara melatih petugas pajak terkait cara penyelesaian 
masalah yang dialami wajib pajak.  
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